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Abstrak:

Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 secara efektil mulai melaksanakan otonom
daerah. Kota Padang adalah satu daerah yang ikut merasakan dampaknya. Hal ini menuntut
Pemerintah Kota Padang wntuk lebih mandiri . Kemandirian ini dapat dilihat dari
ketergantungan Pemerintah Kota Padang terhadap pemerintah  pusat. Penelitian  ini
bertujuan untuk mengetahui apakah transfer atau DAU dari pemerintah pusat dan PAD |
berpengaruh terhadap belanja pemerintah Kota Padang. pengujian dilakukan dengan '
metode OLS {Ordinary Lease Square) ataw sering dischut panghkat kuadrat terkecil baasa, dan
dengan menggunakan "Double Leg" hal ini dilakukan barena dependent variable dan
independent variable yang digunakan berada dalam farmat natural Ingarithm atau log-linear
karena hubungan linier pada loparitma dari semua variabel vang digunakan. Setelah
dilakukan peogujian ditemukan bahwa baik secara serempak manpun secara parsial FAD
‘dan DAU berpengaruls sipnifikan dan positif terhadap belanja daerah.
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Bab 1
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Suaty  negara dengan  wilavah  yang  luas  membutuhkan suatu sislem
pemerintahan {governarce) vang baik. Sistem ini sangat diperlukan selidaknya oleh
dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai peloyanan publik di
berbapai daerah. Kedua schagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan
serta aktif dalam menentukan arsh dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendir
selaras dengan peluang dan tamtangan vang dihadapi dalam keridor kepentingan -
kepentingan nasional

Untuk tujuan itu banvak yang harus kita lakukan, salah satunya adaluh dengan
diselenpparakannyva  otonomi daersh,  Pertimbangan  vang  mendasart  perlunya
diselenggarakan otwnomi daerah adalab perkembangan kondisi di dalam dan luar
pegeri Rondisi di dalam negeri mengindikasikan hahws rakyar menghendaki
keterbukaan dan kemandirian, i lain pihak. keadaan di luar negers menunjukkan
semakin maraknya globalisasi vang menuntut daya saing Liap nepara, termastk
pemerintih - daerannyie.

seiring  dengan diberlakukannye otonomi daerah maka pelaksanaan
pembangunan docrah sangan erganting kepada hemsaimpuan dacrah di dalam
memanlaatkan semua potensi dacrah vang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam
maapun sumberdava manusia Menurut Syvamess daerah otenom harus mempunyai

Feberapa kemampuan agar dapat mengatur dan mengurus rumash  langganya.



Lemampuan i antars lain kemampuan kegangan, kemampuan aparatur. kemampuan
ckonomi dan sebagainva (1994 @ 221,

Kebijakan Pemerintah Indanesia tentang Ononomi Duerah. yang mulai
dilaksanakan secara efektil tangeal 1 januari 2001, merupakan kabijakan yang
dipandang sanpal demokratis dan memenchi aspek desentralisas) permerintah yang
sesunguuhnya.

Semenjak awal kemerdckasn sampai sekarang telah terdapat beberapa
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Chonomi Daerah,
Salab satunya UU 571974 yang menganut prinsip otonami daerah yang nyata dan
bertangaung jawab. Berikutnya di bawah UL 22/ 998 disnut prinsip otenemi daerah
vang luas, nyata dan bertanggung jawab, Menurt Kuncoro perbedaan antan slonom
dacrah pada UL 571974 dengan UL 2271999 adalah habwa pada UL 571974 hak.
wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rmehlangganys
senciri dengan permuran perundang — undangan vang berlaky sedangkan LIL 2271999
oledn merupakan kewenangan dagrab otonom unisk moengatur dan menguris
hepentingan masyarakal setempal menurul prasarsa sendiri berdasarkan aspirasi
mrasvarskal sesuat dengan permuran perundang — undangar. menur bouncara hal i
mengrangkam hahwa UL lama menganut unsur kewajiban, UL bare, menekankan
Raiiwa otenomi dacrah adalah Rewenangan dacrah untek mengatur dan meagurus
kepentingan masvarakar setempat dengan menckankan pada penlingnyi aspirasi
masvarakat, namun L1 baru tidak menyebutkan otoneimi dacrah sebapai hak
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Kesimpulan Dan Imipikasi
5.1 Kesimpulan
|, Berdasarkan pengujian secara individual dengan mengeunakan ujn § vanable Dana
Alokssi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh posinl dan sigrabikan,
dengan demikian hipaesis terbukti.
Untuk DAL berpengaruh positif, hal terscbut bahwa terdapal kelerkatan sangat erat
antars lensfer dart pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah, Menyatakan
bahwa pengurangan jumlzh transfer pemerintah pusal skan menyebabkan penurunan
pengeluaran daerah dan begitu jugs sehaliknva peningkatan alokasi tranfer akan
diikuti dengan pengeluaran yang lebih tingei. Gejala ini memperlibatkan bahwa
pemerintah bertindak sangal reaktif terhadap transfer vang diterima dari pusat. Untuk
PAD berpengaruh positif, menyatakan babwa kenaikan pajak akan meningkatkan
belanja daersh, sehingga akbirnya akan memperbesar defisit.
2, Untuk uji kebaikan model {uji F dan Ry menunjukan bahwa madel cukup hagus
karena secara bersama-sama varigbel independen yaitu Dana Alokasi Umem dan
Pendopatan Ashi Daerah berpenpareh terhadap Belanja Derab. Denpan besamyva nilas
R* sebesar 0978 berarti 97, 5% variasi variabel independen {Dana Alokasi Umum dan

Fendapatan asli Dacrah) mampe menjelaskon variast dependen (Belanja Daerah)
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